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Mengingat

SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa untuk mendukung  kesinambungan
perencanaan pembangunan di masa transisi
menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada
Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Dacrah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024-2026;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4287)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang



10.

11.

12.

13.

Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856});

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja {Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856};

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(SIPD} (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
1114 Tahun 2019);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah
Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
235);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor
39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024-2026.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk

periode 2024-2026.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

I
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang
selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan,
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Sosial,;

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; -
Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Perpustakan dan Kearsipan,

Dinas Pariwisata;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Inspektorat Kabupaten,

Kecamatan Bajuin;

Kecamatan Bati-Bati;

Kecamatan Batu Ampar,
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(1)

Kecamatan Bumi Makmur;
Kecamatan Kintap;
Kecamatan Kurau;
Kecamatan Jorong;
Kecamatan Pelaihari;
Kecamatan Panyipatan;
Kecamatan Takisung;

. Kecamatan Tambang Ulang; dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB 111
SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

BabIl Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

BabIll Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

Bab IV Tujuan dan Sasaran;

BabV  Strategi dan Arah Kebijakan;

BabVl Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta
Pendanaan;

g. Bab VIl Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

h. BabVH Penutup.

Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

L S T S

BAB IV
EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026
mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program,
kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan
sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala
Perangkat Daerah.

BABYV
PERUBAHAN RENSTRA PD
Pasal 6

Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan
atas Peraturan Bupati _tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.



(2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan
pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut.
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Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

AR RN LR
o Ttd

H.ﬁ’.iﬂn;u‘ PRI AR PR

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43
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Badan

KATA PENGANTAR
rahmatNya Rencana Strategis (Renstra)

karunia dan
Disadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, saran dan kritik

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak vyang telah

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Renstra ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam

2024 — 2026 telah selesai disusun.
ditentukan.
RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

berkat
baik.

ut
2

«

April 2023

Pelaihari,
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Amanat Undang-undang Dasar 1945 itu ditindaklanjuti pada
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dimana tersirat memberikan tanggung jawab kepada daerah dan seluruh
perangkatnya di daerah untuk merencanakan dan melaksanakan
pembangunan maupun menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Selain itu, dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, seorang
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibantu oleh
perangkat daerah. Perangkat daerah Kabupaten /Kpta terdiri dari atas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan daerah, Lembaga
Teknis daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah laut sebagai salah satu
perangkat daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang
dipimpin seorang Kepala Badan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal
7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Rancangan
Renstra 2024-2026 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan

bersifat indikatif.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar
menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah
Tahun 2024-2026 vyang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan
keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kiasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah. Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026. Dalam rangka pelaksanaan tugas
dan kewajiban membantu Kepala Daerah, Kepala BPKAD dan Kepala
Satuan Organisasi Perangkat Daerah Ilainnya harus menyiapkan
Rencana Strategi (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang



telah disusun untuk masa 2024 — 2026. BPKAD diwajibkan membuat
Rencana Strategis (Renstra), karena dengan Renstra itu dapat dilihat
tujuan dan sasaran SKPD, strategi dan arah kebijakan SKPD, serta
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan seorang Kepala BPKAD

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra BPKAD ini merupakan proses dalam rangka
pencapaian target-target yang telah digariskan dalam RPJMD 2024-
2026, dan tentunya pula bersinergi dengan Renstra Kementrian/Lembaga
pada Pemerintah Pusat yang terkait, SKPD pada level Provinsi
Kalimantan Selatan yang terkait, dan SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut, terutama yang berkaitan dengan peningkatan
pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai pada Laporan
Keuangannya, dan pengelolaan aset, sehingga tujuan yang akan dicapai
sesuai Visi RPJMD yakni Akuntabel, dimana Pelaksanaan pemerintahan
yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi
yaitu masyarakat, termasuk didalamnya adalah penilaian tata kelola
keuangan vyang harus tetap dipertahankan yaitu opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

1.2.Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2024 — 2026 adalah sebagai berikut :
a. Amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945.
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin, dan Daerah Tingkat II

Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 tahun 1959



tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang pembentukan Daerah Tingkat i di Kalimantan.
Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.



I.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Renéana Kerja Pemerintah Daerah.

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3.Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut
tahun 2024 — 2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas serta

sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan
5



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut

2024-2026.

Maksud penyusunan Renstra OPD Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten adalah :

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang
efektif, efisien dan akuntabel;

2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD;

3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
sebagai institusi;

4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang
ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87
Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan disusunnya Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024 - 2026 adalah agar ada tolak ukur yang jelas sebagai referensi untuk

mengukur capaian kinerja yang ingin dicapai selama tiga tahun ke depan

sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.



Adapun tujuan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) BPKAD
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam
menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu tiga tahun ke
depan;

2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam pencapaian
tujuan organisasi;

3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan
RJPMD;

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan organisasi.

1.4.Sistematika Penulisan
Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 - 2026

disajikan ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN;
Terdiri dari uraian menyangkut Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan Sistematika Penulisan.
BAB It GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,;
Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber
Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan SKPD.
BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH;
Berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan



Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kab/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan, Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah SKPD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan SKPD yang akan dilaksanakan dalam lima tahun
mendatang yang telah dilengkapi dengan indikator yang akan dicapai.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran yang akan dilaksanakan selama lima tahun
yang telah dilengkapi dengan target indikator kinerja yang akan dicapai
dan rencana pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan



BAB I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah
Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang
pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas

pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunanan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

C. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada

9



1.

2

Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah
adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.

. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-

tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi

selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan

kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7

Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1.

[ §

N

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah.
Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
Melaksanakan fungsi BUD.
Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa vyang dilimpahkan
Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SOPD.

. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.



4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah.

5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.

6. Menetapkan SPD.

7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama pemerintah daerah.

8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

9. Menyajikan informasi keuangan daerah.

10.Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku
Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD

mempunyai tugas :

1. Menyiapkan anggaran kas.

2. Menyiapkan SPD.

3. Menerbitkan SP2D.

4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

5. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau
lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.

6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD.

7. Menyimpan uang daerah.

8. Melaksanakan penempatan wuang daerah dan mengelola /

menatausahakan investasi daerah.
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9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
10.Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
11.Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melakukan penagihan piutang daerah.
Selanjutnya sesuai Pasal 9 Permendagri No. 13 Tahun 2006,
PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD
untuk melaksanakan tugas-tugas :
1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
3. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah.
4. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah.
6. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

terdiri dari :
a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan;

2) Sub Bagian Keuangan; dan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:



1) Sub Bidang Anggaran;
2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan
d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas;
2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban
e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:
1) Sub Bidang Inventarisasi;
2). Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
g. UPT, dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada
BPKAD Kabupaten Tanah Laut terdapat tingkat eselonering sebagai
berikut :

. Kepala Badan Eselon 11 B

W)

. Sekretaris Eselon Il A

lon

. Kepala Bidang (ada 4 Bidang) Eselon Il B

O

Q.

. Para Kepala Sub Bagian ( di bawah Sekretaris ada 3 ) Eselon IV

. Para Kepala Sub Bidang(di bawah Kepala Bidang ada 8) Eselon IV.

o
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2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten
Tanah Laut memiliki sumber daya yang berkaitan dengan sumber daya
aparatur pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut saat ini terdiri dari 45
orang PNS dan 19 orang PTT. Dari 45 PNS tersebut bisa dilihat pada

tabel 2.1 di bawah ini :

Susunan PNS berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan pada

Tabel 2.1

BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No. | Pangkat/Golongan | TingkatPendidikan Jumlah (org)
1. IV/IC S2 1
2. v/B S1 1
3. IV/A S2 0
4. IV/A S1 2
5. /D S2 0
6. /D S1 6
7. /D D3 0
8. H/C S1 5
9. [f/C D3 2
10. /B S1 3
11. /B D3 2
12. /B SLTA 2
13. HI/A S1 3
14. /A D3 3
15. /A SLTA 1
16. /D D3 8
17. II/D SLTA 1
18. 1] D3 0
19. I/c S1 0

20. I/c SLTA 1

21. B SLTA 4

22. I/D SLTP 0

Jumlah 45

Sebanyak 45 orang PNS dengan tingkat kepangkatan dan tingkat

pendidikan itulah yang selama ini menopang pelaksanaan tugas dan

fungsi di BPKAD Kabupaten Tanah Laut.
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Berdasarkan Tabel T-C. 23 di atas secara umum pencapaian
kinerja. BPKAD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan indikator kinerja
tugas dan fungsi selama kurun waktu 5 tahun masa Renstra 2013-2018
rata-rata dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan
sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja SKPD BPKAD
selama 5 tahun Renstra 2013-2018 sangat baik. Selanjutnya berkaitan
dengan adanya standar pelayanan minimal, bahwa Organisasi
Perangkat Daerah menurut ketentuan tidak berwenang menyusun
standar pelayanan minimal, yang berhak menyusunnya adalah
Kementerian/Lembaga di pusat, namun dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut, telah diterbitkan beberapa
ketentuan dalam rangka pelaksanaan APBD, seperti Perda tentang
Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Perda tentang pengelolaan
aset daerah, Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan, Peraturan Bupati tentang Bantuan Hibah dan Bansos,
Perjalanan Dinas, Kebijakan akuntansi, dan banyak lagi Peraturan-
Peraturan Bupati serta Keputusan-Keputusan Bupati dalam rangka
pengelolaan Keuangan dan aset daerah.

Menyangkut adanya survey kepuasan masyarakat, telah
dilaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) selama 5 (lima) tahun
sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan hasil rata-rata Baik
dan Sangat Baik.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa capaian kinerja BPKAD
Kabupaten Tanah Laut berdasarkan indikator yang telah ditetapkan rata-
rata sangat baik, ini bukan berarti tidak ada persoalan, karena yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset tentulah masalahnya

22

tidak akan ada henti-hentinya. Begitu pula dengan pengelolaan
keuangan, setiap tahun anggaran harus disusun dalam bentuk APBD dan
APBD perubahan sebagai dasar pelaksanaannya, dan pelaksanaan atas
APBD tersebut haruslah dikawal dari proses penganggaran, pelaksanaan
belanja, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan
keuangannya. Pengelolaan aset daerah adalah hal yang sama, setiap
tahun harus dikawal dan dikelola dengan baik, karena berkaitan dengan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang setiap tahun dibuat. Kalau
tidak dikawal dan dikelola dengan baik, bagaimana mungkin neraca
SKPD dan neraca Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dapat diyakini kewajarannya. Oleh karena itu untuk
lima tahun untuk 2018-2023 peningkatan pengelolaaan keuangan dan
pengelolaan aset daerah tetaplah menjadi prioritas utama untuk
dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka
pencapaian tujuan yakni ; akuntable; yakni yang berkaitan dengan tata
kelola keuangan dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 atau selama 9 (sembilan)
tahun berturut-turut.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan berbagai
program dalam rangka pencapaian indikator sesuai tugas dan fungsi
BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2018-2022 dapat
dilihat dari anggaran dan realisasi Belanja BPKAD Kabupaten Tanah Laut
selama kurun waktu 2018-2022 per program sebagaimana tersaji pada

tabel T-C.24 sebagai berikut :



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut Kota Pelaihari

Tabel T-C.2.4

No

Uraian Struktur Belanja

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

202

Anggaran

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(14)

(16)

"7

(18)

(18}

A.

Belanja Langsung SKPD

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(19)

(11)

(12)

{13)

(%)

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

2.791.201.112

1.463.655.874

2.428.662.329

1.316.343.377

87,01

89,94

3.523.029.049

1.872.502.853

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur

200.378.733

172.796.250

86,23

55.000.000

21.850.000

39,73

Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan

8.720.200

6.345.200

72,76

Program perencanaan
pembangunan daerah

7.453.800

7.453.800

100

Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah

2.757.861.300

2.099.327.364

76,12

Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
aset daerah

897.248.500

742.073.018

82,71

Program Pemenuhan,
Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas SDM

503.395.750

443.611.150

88,12

Program Penyebarluasan
Informasi Pembangunan dan
Pelayanan SKPD

20.000.000

10

Program Peningkatan
Pelayanan Pengelolaan
Keuangan Daerah

740.096.560

582.088.900

78,65

1"

Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja SKPD

39.624.460

31.201.900

78,74

program peningkatan
penerapan akuntansi dan
pelaporan

711.431.260

681.418.200

95,78
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Berdasarkan tabel T-C. 24 di atas, dari segi anggaran dari tahun
2019 sampai dengan tahun 2023 trendnya cenderung meningkat. Hal
yang positif dari tampilan data di atas adalah bahwa rasio antara realisasi
dan anggaran belanja selalu meningkat. Realisasi belanja BPKAD
Kabupaten Tanah Laut meskipun masih di bawah 100% bukan berarti
tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Dari Tabel T-C 23
yang berkaitan dengan Pencapaian kinerja berdasarkan indikator tugas
dan fungsi bahwa pencapaian kinerja BPKAD sangat baik. Dalam prinsip
pengelolaan keuangan, maka azas efisiensi dan efektif perlu sekali untuk
diterapkan, apalagi terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik
khususnya terhadap rekening-rekening penunjang kegiatan dimaksud,
seperti perjalanan dinas, dan rekening pendukung lainnya yang
memungkinkan untuk dilakukan penghematan jika memang kegiatan

tersebut telah dapat dicapai, dan tidak perlu harus dihabiskan.
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2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi
pelayanan, tidak saja pelayanan kepada masyarakat terutama yang
terkait dengan Pelayanan terhadap SKPD terkait proses penerbitan
SP2D, dan terkait dengan Hibah dan Bansos yang berupa uang, dan
pelayanan berkaitan dengan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
desa dan Partai politik.

Sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan
memperhatikan RPJMD tiga tahun ke depan, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut harus meyesuaikan
tujuannya untuk tahun 2024-2026 dalam rangka lebih menjamin
ketersediaan dana bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah; yakni meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Perjalanan kearah yang lebih baik sudah
pasti akan banyak menghadapi berbagai tantangan atau hambatan,
namun peluang untuk mengatasinya juga selalu terbuka.

Tantangan yang kesatu dihadapi adalah proses penyusunan
anggaran, belanja dan penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah. Pelaksanaan APBD sangat ditentukan dari proses
perencanaannya, jika dari proses penganggaran benar, tentunya hal ini
sangat berimplikasi positif dalam mendukung proses pelaksanaan
belanjanya, dan berlanjut pada proses penyusunan laporan

keuangannya.



Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) harus dikawal ketat dan sungguh-sungguh, tidak saja oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) namun juga oleh DPRD, karena
APBD yang selesai tepat waktu sangat dituntut, disamping juga proses
penganggarannya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan, karena
bila terjadi banyak kesalahan, akan menganggu proses belanjanya dan
akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran itu menjadi dipertanyakan.

Begitu pula dengan tepat waktunya penetapan APBD, tentunya
akan tersedia waktu yang cukup untuk penyerapan anggaran, hal ini
sangat berpengaruh positif bagi pendapatan masyarakat karena APBD
menyangkut belanja publik yang akan memutar roda perekonomian di
Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan belanja haruslah dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya, baik secara formal maupun material. Oleh karena itu
untuk mendukung pelaksanaan belanja yang baik dan benar, segala
kelengkapan aturan yang diperlukan harus benar-benar disiapkan dan
dapat dimengerti oleh setiap entitas yang melaksanakan belanja,
sehingga akuntabiltasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah atas pelaksanaan APBD, tentunya kita menginginkan Opini yang
tertinggi yakni Wajar tanpa pengecualian (WTP). Selama kurun waktu
tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
selama 9 (sembilan) tahun berturut — turut, ini adalah berkat usaha kerja
keras semua entitas akuntansi dalam proses penganggaran,

melaksanakan belanja dan pertanggungjawabannya, menatausahakan
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3.2 Telaahan Program pada Rencana Pembangunan Daerah

Mencermati Rencana Pembangunan Kabupaten Tanah Laut jika
dihubungan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ada pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut,
Rencana Pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 yang telah
ditetapkan harus dicapai, untuk menunjang pencapaian tersebut dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut tentulah
dihadapkan pada berbagai tantangan. Untuk menjawab permasalahan
ataupun tantangan yang dihadapi tersebut, ada beberapa hal yang
menjadi faktor pendorong dan penghambat, diantaranya dapat
dikemukakan sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong :

1) Adanya peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2) Tersedianya dukungan sumber daya aparatur yang kemampuannya
dapat ditingkatkan dalam rangka pengelolaan pengelolaan
keuangan dan aset daerah.

3) Terbukanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BPKP
dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4) Dukungan dana, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai,
termasuk software (sistem komputerisasi) untuk pengelolaan
keuangan dan aset daerah.

5) Adanya semangat dari para aparatur untuk berkinerja lebih baik
dan adanya komitmen dari pimpinan puncak dalam tata kelola
keuangan untuk tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)



b. Faktor Penghambat :

1) Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS vyang memiliki
spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan Keuangan dan aset.

2) Belum adanya sistem pengembangan SDM pengelolaan keuangan
dan aset yang terintegrasi dan konsisten.

3) Berlarut-laruthya pembahasan Raperda tentang APBD dan
Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di
lembaga legislatif.

4) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan tentang
pengelolaan keuangan dan aset oleh SKPD.

5) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset.

6) Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat / SKPD

berkaitan dengan layanan keuangan dan asset daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program di
daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan instansi di
tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan
pengelolaan keuangan dan aset, yang menjadi faktor pendorong dan
penghambat tidaklah jauh berbeda. Faktor pendorong dan faktor
penghambat berkaitan dengan Renstra Instansi di tingkat Provinsi
Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan Pengelolaan
Keuangan, dan Pengelolaan aset dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan :

1) Faktor pendorong :



a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya
sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.

b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah.

¢) Adanya simda keuangan.

d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka
peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

e) Adanya semangat aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam
pengelolaan keuangan daerah.

f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata
kelola keuangan agar dapat mempertahankan Opini WTP,
dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya
pengelolaan keuangan daerah .

g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah
melalui Bintek/Dikiat.

h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka

peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

2) Faktor penghambat :

a) Terbatasnya jumlah dan kemampun PNS yang memiliki
spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

b) Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan yang
terintegrasi dan konsisten.

c) Berlarut-larutnya pembahasan Raperda tentang APBD dan

Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di

lembaga legislatif.



d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan
peraturan tentang pengelolaan keuangan Daerah.

e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai
pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan keuangan SKPD
bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.

g) Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat /
SKPD berkaitan dengan layanan keuangan daerah.

b. Pengelolaan aset daerah :
1) Faktor pendorong :

a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya
sebagai dasar pengelolaan aset daerah

b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam
rangka pengelolaan aset daerah.

c) Adanya simda Barang Milik Daerah (Simda BMD).

d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka
peningkatan pengelolaan aset daerah.

e) Adanya semangat dari aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam
penataan dan pengelolaan aset daerah.

f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata
kelola keuangan agar dapat mempertahankan Opini WTP,
dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya
pengelolaan aset daerah.

g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas aparatur dalam pengelolaan aset daerah melalui

Bintek/Diklat.
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h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka

peningkatan pengelolaan aset daerah.
2) Faktor penghambat :

a) Terbatasnya jumlah dan kemampun PNS yang memiliki
spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan aset daerah.

b) Belum adanya sistem pengembangan SDM aset daerah yang
terintegrasi dan konsisten.

c) Berlarut-larutnya penerbitan sertifikat tanah-tanah daerah pada
instansi vertikal.

d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan
peraturan tentang pengelolaan aset daerah.

e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai
pedoman pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan aset SKPD
bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.

g) Masih banyak pengguna barang yang kurang berkomitmen dalam

pengelolaan barang SKPD secara tertib dan benar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi
Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada
BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dimana ada dua permasalahan yang

dinilai sangat erat kaitannya yakni; berkaitan dengan permasalahan;

Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, khususnya menyangkut

pemanfaatan atas tata ruang wilayah berupa tanah-tanah milik
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pemerintah daerah yang merupakan aset daerah. Terhadap
permasalahan tersebut dapat dikemukakan faktor pendorong dan faktor
penghambatnya sebagai berikut :

a. Faktor pendorong :

1) Adanya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang.

2) Adanya semangat dan keinginan bahwa setiap ijin yang diterbitkan
yang terkait dengan pemanfaatan Tata ruag wilayah dan
pemanfaatan Tata ruang wilayah itu sendiri mengacu kepada
regulasi yang berlaku.

b. Faktor Penghambat :

1) Perda tentang Tata Ruang Wilayah dan Regulasi yang terkait
dengan Tata ruang wilayah masih banyak belum dipahami oleh
masyarakat dan aparatur sendiri.

2) Kesadaran masyarakat untuk mentaati regulasi yang terkait
dengan Tata ruang wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis
masih sangat rendah, faktanya yang terjadi adalah bahwa
rencana penyesuaian/perubahan regulasi Perda tentang Tata
ruang wilayah, adalah merupakan penyesuaian terhadap Tata
ruang wilayah yang telah dimanfaatkan, bukan sebaliknya dimana
untuk pemanfaatan Tata ruang wilayah seharusnya terlebih dulu
mengacu pada regulasi tentang Tata ruang wilayah dan Kajian

lingkungan hidup strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.
Berdasarkan gambaran identifikasi permasalahan pelayanan
SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor

penghambat dan pendorong dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran
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jangka menengah Renstra Instansi di tingkat provinsi dan Kementerian,
implikasi dari RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD, bahwa faktor
pendorong dan faktor penghambat itu bersumber dari internal dan
eksternal organisasi (SKPD). Faktor pendorong merupakan perpaduan
Strengths (kekuatan) dan Opportunities (peluang), sedangkan faktor
penghambat merupakan perpaduan dari Weaknesses (kelemahan) dan
Threats (ancaman). Berdasarkan analisis SWOT maka dapat
diidentifikasi faktor internal yang terdiri dari Strengths dan weaknesses,
sedangkan faktor eksternal terdiri dari Opportunities dan threats, karena
dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan
SKPD, dan faktor-faktor mana saja yang menjadi kelemahan SKPD,
begitu juga dengan merinci faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi
peluang (kesempatan) SKPD, dan faktor-faktor mana saja yang menjadi
ancaman bagi SKPD, tentunya akan dapat dirumuskan dan ditentukan
isu-isu strategis SKPD yang selanjutnya akan ditangani dalam Renstra
SKPD.

Adapun yang menjadi faktor-faktor Internal dan Eksternal pada
BPKAD Kabupaten Tanah Laut bisa dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Faktor Internal dan Eksternal pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Faktor Internal

Strengths Weaknesses
Adanya regulasi untuk pengelolaan | 1. | Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya regulasi
keuangan dan asset tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
Adanya uraian tugas, fungsi, dan | 2. | Masih lemahnya profesionalitas aparatur dalam pengelolaan
kewenangan untuk pelaksanaan keuangan dan aset

tugas dan kewajiban

Adanya semangat dari para aparatur | 3. | Terbatasnya jumlah dan kemampun PNS yang memiliki
untuk berkinerja lebih baik dalam spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan keuangan dan asset

pengelolaan keuangan dan aset.

Tersedianya dukungan dana, sarana | 4. | Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut yang dibuat
dan prasarana, sistem komputerisasi sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan
dalam rangka pengelolaan keuangan aset daerah
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menyulitkan pada waktu penatausahaannya dan akan diragukan
akuntabilitasnya. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran
yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan
efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan
membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang
benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan
nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang
optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya
dilakukan audit oleh BPK RI.

. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan
isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan
sangat menentukannya, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut.
Baiknya proses penganggaran, sesuainya pelaksanaan belanja,
rapinya penatausahaan keuangan, dan benarnya pertanggungjawaban
keuangan, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan
daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya,
maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
oleh BPK Rl menjadi kurang /minus  pula. Dalam penyajian
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah

mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai
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dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap
tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini
sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik (good governance).

. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan
fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset
daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-
dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang
sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan
dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang
disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset
daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan
terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini

kebenaran dan kewajarannya.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Masa Transisi Perangkat Daerah

Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Tujuan merupakan
gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode
pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang
menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan
sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan
sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif
yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar
proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus,
efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya
adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode
pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan
sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih,
namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan
pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala
Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan
yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar

periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah

47



konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;

2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025

4. |su-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi
tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari
perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan
manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan
lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang
berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah
Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan
lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan
layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan.
Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek
yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang
memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi
pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar
perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian
diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya

Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan
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kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang
memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa
yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia
yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif
(merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah
yang profesional dan bersih.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sangat menentukan bagi
jalannya suatu organisasi. Oleh karena itu harus dibuat setepat dan secermat
mungkin agar benar — benar dapat dilaksanakan dan menjadi tolak ukur
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bersinergi dengan visi dan misi
Pemerintah Kabupaten.

Tujuan Badan Pengolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib,

akuntabel dan transparan.

2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah

secara tertib,

3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Dalam tujuan itu terkandung makna adanya tekad yang kuat untuk
menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk
mencapai “akuntable” dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui
tujuan itu diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor
penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi Visi Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut.
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Kata “akuntabel” (akuntabilitas) berasal dari bahasa Latin “accomptare”
yang artinya “mempertanggungjawabkan”, kata dasarnya “computare’
artinya memperhitungkan, yang juga dari kata “putare” artinya mengadakan
perhitungan. Akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan
menjadi “pertanggungjawaban”.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggngjawaban secara
periodik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) kepada Bupati atas prestasi kerja yang
dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai
bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Kabupaten
Tanah Laut.

Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas
adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian
itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat
diartikan bahwa Pengelolaan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset
daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.
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Tujuan sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus
dituangkan dan dirinci ke dalam sasaran. Sasaran adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3
(tiga) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang
integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi
pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.
Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

-_—

. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Meningkatnya penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah

4. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian aset daerah

5. Meningkatnya penertiban penatausahaan dan pengelolaan aset
daerah

6. Meningkatnya kelancaran Pengelolaan administrasi perkantoran

kepegawaian dan perencanaan.

7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Uraian dari Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan di
capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan Rencana
Pembangunan Daerah yang ditetapkan adalah sebagaimana disajikan pada

tabel T-C. 25 di bawah ini :
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BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk
mencapai suatu keadaan vyang diinginkan, jadi merupakan cara atau
langkah mencapai tujuan dan sasaran vyang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan program/kegiatan. Sebagaimana di rumuskan
pada Bab sebelumnya dalam Renstra BPKAD kabupaten Tanah Laut
ini terkait dengan pernyatan tujuan dan sasaran, maka disusunlah
beberapa strategi dan kebijakan untuk pencapaiannya. Berdasarkan
tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan
kebijakan yang akan dilakukan periode 2024-2026 adalah

sebagaimana tersaji dalam tabel T-C. 26 berikut ini :
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
adalah disusunnya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai langkah
operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun
tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD
Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan
dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan berikut indikator kinerja,
kelompok sasaran, target kinerja dan pendanaan indikatifnya selama periode
tiga tahun yang akan datang sebagaimana disajikan dalam tabel T-C.27

sebagai berikut :
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BAB Vi
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh SKPD tentulah harus
bersinergi dengan RPD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi,
misi yang ada dalam RPD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh
SKPD dalam Renstra untuk tiga tahun ke depan harus mendukung bagi
pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel T-C. 28

di bawah ini :
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Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten

Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar

pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

yang telah ditetapkan.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah

Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD adalah sebagaimana

disajikan dalam tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) SKPD

No.

Kinerja Utama/
Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja
Utama

Penjelasan Rumus

Penanggungjawab /
Sumber Data

Meningkatnya
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah

Opini BPK Rl atas
L.aporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Berbasis
Akrual

Bidang Akuntansi, Bidang
Belanja dan Pembiayaan,
Bidang Pemanfaatan &
Pengendalian Aset, dan
Bidang Penatausahaan
Aset BPKAD Kabupaten
Tanah Laut

Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah.

Hasil Survey penilaian
masyarakat terhadap
pelayanan
pengelolaan
keuangan dan asset
daerah

Bagian Sekretariat BPKAD
Kabupaten Tanah Laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut seperti

tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan

dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD BPKAD Kabupaten Tanah

Laut setiap tahunnya.
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BAB Vil

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah suatu dokumen
yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan
Kegiatan yang dibuat, disajikan dan untuk diwujudkan dalam kurun waktu
2024 - 2026.

Sebagai sebuah dokumen Perencanaan, Rencana Strategis (Renstra)
adalah suatu rencana yang pelaksanaannya harus didukung semua jajaran
dengan segenap potensi yang ada untuk menjadi kenyataan. Kekuatan yang
dimiliki sebagai modal dasar harus dioptimalkan yang disinergikan dengan
peluang yang ada, tetapi kelemahan dan ancaman harus ditekan dan
diminimalisir sekecil mungkin agar pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran sesuai tujuan yang diharapkan.

Keberhasilan atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) itu berarti
pula keberhasilan pelaksanaan dari RPD Kabupaten Tanah Laut yang pada
akhirnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Laut itu sendiri
dalam masa tiga tahun yakni 2024 — 2026.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Strategis (Renstra)
juga merupakan dokumen rujukan dalam melaksanakan evaluasi
keberhasilan dan pencapaian kinerja SKPD khususnya bagi BPKAD

Kabupaten Tanah Laut.
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SK TIM PENYUSUN
RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA) BPKAD
TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 21274 Fax. (0512) 21161

PELAIHARI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR: 050.13/ 34 /[ BPKAD /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REMCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat : 1.

d.

TANAH LAUT

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengencaiian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIPD
dan RPIMD, serta Tata Cara Perubahan RPJIPD, RPJMD dan
RKPD, dan sesuai Insiruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 tentangy Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir pade Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten
Tanah Laut tentang Rencana Startegis ( Renstra) SKPD Tahun
2024-2026;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang
Pembentukan Tim Peayusunan Rencana Strategis ( Renstra )
Tahun 2024-2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Necara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);



Menetapkan
KESATU

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2023 dan Daerah Otonom Baru

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Surat Edaran Bupati Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 tentang
Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Strategis Tahun 2024-2026 pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanah Laut sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan
mekanisme penyusunan Rencana Strategis SKPD Tahun 2024-2026
sebagai berikut :

a. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis
gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan
Daerah Tahun 2024 - 2026;

b. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun lalu
berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut;

c. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2024 - 2026;

d. Melaksanakan penelaahan rancangan awal, perumusan tujuan
dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026;

e. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan BPKAD
Kabupaten Tanah Laut dengan arah Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026;

f. Melaksanakan Penyusunan dan penajaman terhadap indikator
Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai
dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD
Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan
Daerah Tahun 2024 - 2026;

g. Melaksanakan Sinkronisasi program dan Kkegiatan dengan
pemangku kepentingan terkait;

h. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja,
perencanaan dan penganggaran terpadu; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan
penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Strategis
Tahun 2024-2026 sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab
dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2023.



KELIMA . Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Desember 2022




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR :050.13/34/BPKAD/2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026

DI LINGKUNGAN BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

No Jabatan Jabatan Dalam Tim

1 | Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Pembina

2 | Sekretaris BPKAD Pengarah

3 | Kasubbag Perencanaan Koordinator SKPD

4 | Kepala Bidang Akuntansi Koordinator Bidang

5 | Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan Koordinator Bidang

6 | Kepala Bidang Penatausahaan Aset Koordinator Bidang

7 | Kepala Bidang Pemanfaatan dan Koordinator Bidang
Pengendalian Aset

8 | Kasubbid Pendapatan & Pengelolaan Kas Anggota
Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban Anggota

10 | Kasubbid Perencanaan Kebutuhan Anggota

11 | Kasubbid Inventarisasi Anggota

12 | Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan Anggota

13 | Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan Anggota

14 | Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan Anggota

15 | Kasubbid Anggaran Anggota

16 | Kasubbag Keuangan Anggota

17 | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Anggota

> KEPALA BPKAD,




POHON
KINERJA DAN
CASCADING
BPKAD TAHUN
2024-2026



POHON KINERJA
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

VISt RPJMD :

TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKS!

I

WSl RPIMD

MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAK (GOOD GOVERNANCE)

[

TUJUAK BPKAD KABUPATEN TANAR LAUT

2 MENINGKATKAN KINBRUA PENGELOLAAN AN PENATAUSAHAAN ASET DAERAK SECARA TERTIS

3 TERWLIUDNYA TATA KELOLA ADKINISTRAS YANG TERTIB, EFEKTIF DAN EFESIEN

1 MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN SECARA TERTIB AXUNTABEL DAN TRANSPARAN

|

Kinerja Utama :
1. Meningkatnya Kiner|a Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1 lumiah 5720, 5928 508, Outar Pon g dan SKPP yang dRerbitian musa) ketartiae

wntn

bela t0sk tersup

Indikter Uarna

2. Jomiah Dokumen Buky Standar Satvar Margs seta betontuan
s

s
6 humiah Dokumer Laporan Keengen Butsnen, Traeun, Sermesersa,

benian
1

5 K an dokumen Baben Perseasn mecal ketanbaan

batentian

Y
8 Aumiah Dokumen LEPD, Raperds, Ra3e1bip. Perca, Parous Partan unaiswsban APBO vesus tetestune

heontian
4, ek BMD SO0 yang laian diaiung sesunl ket ntven

6. Jumiah BV SKPD yang wieh SimuseaNkan semal etanfian
7 Auriah BMD SXPO yang ieN SiNapekas esus isestian

3. aumiah BMD S€PD yung 5u6uh sin b o et i

Pembina Utami#tuds -
NIP. 19661227 198703 1062 -

| 2N gkatnya kualitas pelay ki dan aset daerah
| Indikator Kinerja :
| Kinerfe Utama ©
| 1. Opini BPK Rl atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Tingkat k terhadap Keuangan M ringatnya kualies paavanan kesenretariatan
dan Aset Daerah. Indikator Utema :
4 Porsentace Knarfa sarpras yang tarpenuty dan dipefinars den balk
aoministras! kepegay VE torper
3. Niai Reformes! Birckras! Instans Pemerintah
4 Kneda ket reuan
3.
5. Nlal ssuntabiltas kiverfe instanst Pamerinah
f i 1 |
| § o | Kinerfa Utama : |
| 1 Meleksankan pe 0 sesuaiketartin 0o angan SKPO (Bularer, L \ dengan baik
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TUJUAN RPD

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Daerah

INDIKATOR Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN RPD Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
INDIKATOR Indikator : Nilai SAKIP KABUPATEN
TUJUAN OPD Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah
INDIKATOR 1 Indeks Pengeloiaan Keuangan Daerah Nilai SAKIP Kabupaten
INDIKATOR 2 Opini Laporan Keuangan Daerah Nilai SAKIP BPKAD
SASARAN OPD Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD
INDIKATOR 1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP BPKAD
PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
SASARAN Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatnya kinerja Pengelolaan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD
PROGRAM Keuangan dan Aset Daerah
INDIKATOR Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu Persentase Penyampaian Neraca Nilai SAKIP BPKAD
Aset Tetap, Aset Lancar berupa
Persediaan dan Aset Lainnya yang
tepat waktu
Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu Persentase Barang Milik Daerah yang IKM Sekretariat BPKAD
dimanfaatkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku
Persentase Penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu
KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Peng P yang Ui Koordinasi dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Administrasi Pengadaan Penyediaan |Pemeliharaan |Administrasi Perencanaan
Rencana Anggaran Daerah Perbendaharaan Daerah Kewenangan Pelaksanaan Akuntansi Kepegawaian Barang Milik }Jasa Barang Milik |Keuangan Pengganggaran
Pengelolaan dan Pelaporan Perangkat Daerah |Daerah Penunjang Daerah Perangkat dan Evaluasi
Keuangan Daerah |Keuangan Daerah Penunjang Ursan Penunjang  |Daerah Kinerja Perangkat
Urusan Pemerintah  {Urusan Daerah
|Pemerintah Daerah Pemerintah
Daerah Daerah
SASARAN Meningkatnya Meningkatnya |Meningkatnya {Meningkatny |Meningkatnya [Meningkatnya
KEGIATAN e Akuntabilitas Akuntabilitas |Akuntabilitas |a Akuntabilitas | Akuntabilitas
ingkatnya 5 eningkatnya i i Kinerja BPKAD Kinerja BPKAD |Kinerja Akuntabilitas |Kinerja BPKAD |Kinerja BPKAD
Meningkatnya kinerja Pengelolaan W@: R "Ezw.wnn: din kinerja voznﬂog:iu”_snx”%-«wau.ﬂﬂanﬂa Meningkatnya kinerja Pengelolaan or e wva_MMU Kinerja - 2
K i fsiol
euangan dan Aset Daerah Aset L xo.i:%m: dan Aset dat Rast Dasrah Keuangan dan Aset Daerah BPKAD
INDIKATOR Persentase Capaian Koordinasi dan |Persentase capaian Koordinasi  |Persentase capaian |Persentase Capaian Persentase Capaian Pengelolaan Persentase Capaian |Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase
Penyusunan Rencana Anggaran dan Pengelolaan Perbendaharaan|Penunjang Urusan |Koordinasi dan Barang Milik Daerah Administrasi Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
Daerah Daerah Kewenangan Pelaksanaan Akuntansi Kepegawaian Administrasi Pengadaan Penyediaan Administrasi Perencanaan
Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Umum Barang Milik Keuangan Pengganggaran
Keuangan Daerah  |Daerah Perangkat Daerah Perangkat dan Evaluasi
Daerah Penunjang Daerah Kinerja Perangkat
Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah




Bank

Kantor vang
Disediakan

SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan KUA dan {Penyiapan, Pelaksanaan Analisis Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah Pengadaan Pakaian |Penyediaan Pengadaan Penyediaan Penyediaan Gaji |Penyusunan
PPAS Pengendalian dan Penerbitan Perencanaan Akuntansi Penerimaan Dinas Beserta Atribut |[Komponen Kendaraan Jasa dan Tunjangan |Dokumen
Anggaran Kas dan SPD Penyaluran Bantuan {dan Pengeluaran Kas Perlengkapannya instalasi Dinas/Operasio|{Komunikasi,  {ASN Perencanaan
Keuangan Daerah Listrik/Penerang |nal atau Sumber Daya Perangkat Daerah
an Bangunan  |lapangan Air dan Listrik
Kantor
OUTPUT Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Jumlah Dokumen Hasil |Jumlah Laporan |Jumlah Laporan Jumlah Laporan Hasil Jumlah Paket Jumlah Paket [Jumlah Unit [Jumlah Jumlah Jumlah Dokumen
Disusun Pengendalian dan Hasil Analisis Hasil Koordinasi Pengamanan Barang Milik Pakaian Dinas Komponen Kendaraan |Laporan Orang yang |Perencanaan Perangkat
Penerbitan Anggaran Kas dan [Perencanaan dan |Pelaksanaan Daerah beserta Atribut Instalasi Perorangan |Penyediaan |Menerima Daerah tersusun
SPD Penyaluran Akuntansi Kelengkapan Listrik/Penera |Dinas atau  |Jasa Gaji dan
Bantuan Penerimaan dan ngan Kendaraan |Komunikasi, |Tunjangan ASN
Keuangan Pengeluaran Kas Bangunan Dinas Sumber
Daerah Kantor yang [Jabatan yang |Daya Air dan
Disediakan Disediakan |Listrik yang
Disediakan
SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Penatausahaan Pembiayaan Pengelolaan Dana  |Rekonsiliasi dan Verifikasi Pengawasan dan Pengendalian Bimbingan Teknis Penyediaan Pengadaan Penyediaan  |Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Perubahan KUA dan Perubahan Daerah Darurat dan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pengelolaan Barang Milik Daerah Implementasi Peralatan dan  |Mebel Jasa Penatausahaan |Perangkat Daerah
PPAS Mendesak Pendapatan, Belanja, Peraturan Perundang-{ Perlengkapan Peralatan dan |dan
Pembiayaan, Pendapatan Undangan Kantor Perlengkapan |pengujian/verifika
LO dan Beban Kantor si keuangan
SKPD
OUTPUT Jumiah Dokumen Perubahan KUA dan Jumlah  Dokumen  Hasil|Jumlah Laporan [Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Hasil Jumlah Orang Jumlah Paket|Jumlah Paket|Jumlah Jumlah Jumlah
Perubahan PPAS yang Disusun Penatausahaan Hasil Pengelolaan |Hasil Rekonsiliasi dan Pengawasan  dan Pengendalian yang Mengikuti Peralatan dan |Mebel yang |Laporan Dokumen Laporan
Pembiayaan Daerah Dana Daruratdan |Verifikasi Aset, Pengelolaan Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis |Perlengkapan |Disediakan |[Penyediaan |Penatausahaan|Evaluasi Kinerja
Mendesak Kewajiban, Ekuitas, Implementasi Kantor yang Jasa dan Perangkat
Pendapatan, Belanja, Peraturan Disediakan Peralatan Pengujian/Veri | Daerah
Pembiayaan, Perundang- dan fikasi
Pendapatan-LO, dan Undangan Perlengkapa |Keuangan
Beban n Kantor SKPD
yang
Disediakan
SUB KEGIATAN Koordinasi, Penyusunan dan Koordinasi, Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Penilaian Barang Milik Daerah Penyediaan Pengadaan  |Penyediaan
Verifikasi RKA-SKPD Kerjasama dan Pemantauan Laporan Barang Cetakan |Peralatan dan |Jasa
Transaksi Non Tunai dengan Pertanggungjawaban dan Mesin Lainnya |Pelayanan
Lembaga Keuangan Bank dan Pelaksanaan APBD Penggandaan Umum Kantor
Lembaga Keuangan Bukan Bank Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
QUTPUT Jumlah RKA-SKPD yang Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Laporan Jumlah Laporan Hasil Penilaian Jumlah Paket [Jumlah Unit Jumlah
Diverifikasi Koordinasi, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Barang Milik Peralatan dan Laporan
Kerja Sama dan Pemantauan Pelaksanaan APBD Daerah dan Hasil Koordinasi Cetakan dan [Mesinlainnya |Penyediaan
Transaksi Non Tunai dengan Bulanan, Triwulanan Penilaian Barang Milik Daerah Penggandaan |yang Disediakan |Jasa
Lembaga Keuangan Bank dan dan Semesteran yang Pelayanan
Lembaga Keuangan Bukan Disediakan Umum




SUB KEGIATAN

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi Pelaksanaan Piutang
dan Utang Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis Pembiayaan
dan Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas

Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD
dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Optimalisasi Penggunaan.
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah

Penyediaan
bahan/Material

Pengadaan
sarana dan
prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

dan Pengeluaran Kas serta
Penatansahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

SUB KEGIATAN

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

OUTPUT

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan

heuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

an Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD

OUTPUT Jumlah Perubahan RKA-SKPD  |[Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Laporan Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Paket |Jumlah Unit
yang Diverifikasi Koordinasi Pelaksanaan Keuangan SKPD, Optimalisasi Penggunaan, Bahan/Materi | Sarana dan
Piutang dan Utang Daerah BLUD dan Pemanfaatan, al yang Prasarana
yvang Timbul Akibat Laporan Keuangan Pemindahtanganan, Disediakan Gedung
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Pemerintah Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan Kantor atau
Analisis Pembiayaan dan yang Terkonsolidasi Barang Milik Bangunan
Penempatan Uang Daerah Daerah Lainnya yang
sebagai Optimalisasi Kas Disediakan
SUB KEGIATAN Koordinasi, Penyusunan dan Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Harga Penyelenggaraa
Verifikasi DPA-SKPD Administrasi Keuangan yang n Rapat
Berkaitan dengan Penerimaan Koordinasi dan
dan Pengeluaran Kas serta Konsuitasi
Penatausahaan dan SKPD
Pertanggungjawaban Sub
OUTPUT Jumlah DPA- SKPD yang Jumlah Petunjuk Teknis Jumlah Standar Harga yang Disusun Jumlah
Diverifikasi Administrasi Keuangan vang Laporan
Berkaitan dengan Penerimaan Penyelenggara

Penyusunan Standar Barang Milik
Daerah dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Dukungan
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD

Jumlah Standar Barang Milik
Daerah dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD




SUB KEGIATAN

Keordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Dukungan
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD

Tuntutan Kerugian Daerah

OUTPUT Jumlah Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Jumlah Kebijakan Pengelolaan Jumlah Dokumen
tentang APBD dan Daerah tentang Barang Milik Dukungan
Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban Daerah Pelaksanaan
tentang Penjabaran APBD Pelaksanaan APBD Sistem
Kabupaten /Kota dan Pemerintahan :
Rancangan Peraturan Kepala Berbasis Elektronik
Daerah tentang Penjabaran pada SKPD
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penatausahaan Barang Milik Daeiah Penyediaan
Peraturan Daerah tentang Perubahan |Penyelesaian Tuntutan Peralatan
APBD dan Peraturan Kepala Daerah |perbendaharaan dan Tuntutan Rumah Tangga
tentang Penjabaran Perubahan Kerugian Daerah
APBD
OUTPUT Jumlah Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Laporan Penatausahaan Jumiah paket
tentang APBD dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Barang Milik Penyediaan
Peraturan Kepala Daerah Penyelesaian Tuntutan Daerah Peralatan Rumah
tentang Penjabaran APBD Perbendaharaan dan Tangga yang
disediakan

SUB KEGIATAN

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi
serta Kebijakan Bidang Anggaran

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

Inventarisasi Barang Milik Daerah

OUTPUT

Jumlah Dokumen Regulasi
serta Kebijakan
Bidang Anggaran

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil
Inventarisasi (LHI) Barang
Milik Daerah

SUB KEGIATAN

Koordinasi Perencanaan Anggaran
Pembiayaan

Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah

OUTPUT

Jumlah Dokumen Iasil
Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pembiayaan

Jumlah Laporan Barang Milik
Daerah yang Disusun

SUB KEGIATAN

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota




OUTPUT

Jumlah  Orang  yang
Mengikuti - Pembinaan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah
Kabupaten /Kota




